
GT'BIRIST'R ISUSA TEITGGARA TIUI'R

PTRATI'RAIT GIIBERIYI'R ITUSA TENGGARA TIUUR
ITOUOR I& TAIII'N 2016

TENTANG

PAKAIAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DEITGAIT R.AHtrIAT TT'IIAIT YAITG MAIIA ESA

GUBERIUI'R ITI'SA TEITGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan, tanggung
jawab dan keseragaman Pegawai Aparatur Sipil Negara,
perlu mengatur penggunaan pakaian Pegawai Aparatur
Sipil Negara di Lingkungan Pemprintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur;

b. bahwa sesuai Pasal 29 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 60 Tahun 2OO7 tentang Pakaian Dinas
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah, Penggunaan Pakaian
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi ditetapkan oleh
Gubernur;

c. bahwa berdasarkan Perahrran Menteri Dalam Negeri
Nomor 6O Tahun 2OOT tentang Pakaian Dinas Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2OO9
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 6O Tahun 2OO7 tentang Pakaian Dinas Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan
Pemerintah Daerah telah ditetapkan Peratrrran Gubernur
Nomor 24 Tahun 2OL2 tentang Pakaian Dinas Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur;

d. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6O Tahun
2OO7 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah
Daerah maka Peratrrran Gubernur Nomor 24 Tahun 2OL2
tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu
disesuaikan; I



Menglngnt : 1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
16491;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kati terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2OO7

tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016
tentang Perubahan l(stiga Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 6O Tahun 2OO7 tent"arrg Pakaian Dinas
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);

UETUTUSKAIT:

ilenctaptaa: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur'
4. Satua-n Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan

Kerja Pelangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur. Ir
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5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di
lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri
Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Pegawai Pemerintah
dengan Pedanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan
identitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas.

9. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
10. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan

atau digunakan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan jenis
pakaian dinas termasuk atribut, tanda pengenal, papan nama, ikat
pinggang, kaus kaki dan sepatu.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.

BAB II
PAKAIAN PEGAWAI ASN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 2

Jenis Pakaian Pegawai ASN terdiri dari:
a. Pakaian Dinas Pegawai ASN; dan
b. Pakaian Pegawai ASN Lainnya.

Pasal 3

Pakaian Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi
untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Bagian Kedua
Pakaian Dinas Pegawai ASN

Pasal 4

Jenis Pakaian Dinas Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a
terdiri dari :

a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH terdiri dari :

1. PDH warna khaki;
2. PDH Kemeja Putih; dan
3. Tenun Ikat Motif Daerah NT'T;

b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
f. Pakaian Dinas l,ainnya. ./



Paragraf 1

Pakaian Dinas Harian

Pasal 5

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dipakai untuk
melaksalakan tugas sehari-hari.

(2) PDH terdiri dari:
a. PDH Warna Khaki meliputi:

1. PDH Wama Khaki Pria terdiri dari:
a) Baju lengan pendek/panjang, berlidah bahu, berwarna khaki;
b) Celana panjang berwarna khaki; dan
c) Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu kulit semuanya warna

hitam.
2. PDH Warna Khaki Wanita terdiri dari:

a) Baju lengan pendek/ panj ang warna khaki;
b) Rok 15 cm di bawah lutut warna khaki; dan
c) Sepatu pantovel warna hitam.

b. PDH Kemeja Putih sebagai berikut:
1. PDH Kemeja Putih Pria terdiri dari:

a) Kemeja lengan pendek/panjang tanpa lidah bahu, saku tempel
sebelah kiri atas dengan posisi di luar;

b) celana panjang bercorak polos berwarna hitam atau gelap; dan
c) Kaos Kaki dan sepatu warna hitam.

2. PDH Kemeja Putih, Wanita terdiri dari:
a) Kemeja lengan pendek/panjang tanpa lidah bahu, saku tempel sebelah

kiri atas dengan posisi di luar;
b) Rok bercorak polos berwarna hitam atau gelap, 15 cm di bawah lutut;

dan
c) Sepatu pantovel warna hitam.

c. PDH Tenun Ikat Motif Daerah NTT sebagai berikut:
1. PDH Tenun Ikat Motif Daerah NTT untuk Pegawai Pria terdiri dari:

a) Baju lengan pendek atau lengan panjang bermotif khas daerah NTT;
b) Celana panjang bercorak polos berwarna gelap; dan
c) Kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam.

2. PDH Tenun Ikat Motif Daerah NTT untuk Pegawai Wanita terdiri dari:
a) Baju Tengan pendek atau lengan panjang bermotif daerah NTT;
b) Rok bercorak polos 15 cm di bawah lutut; dan
c) Sepatu Pantovel warna hitam.

(3) PDH wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
(4) Bentuk PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(5) Bagi PNS wanita yang melaksanakan tugas ke lapangan dapat menggunakan
PDH dengan celana panjang sebagai pengganti rok dengan warna sesuai
ketentuan.

(6) PDH berwarna khaki untuk Pejabat Fungsional disesuaikan dengan fungsi
dan penyetaraan tingkatan jabatan.

(7) PDH Warna Khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a digunakan
oleh seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara pada hari Senin dan Selasa.

(8) PDH Kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf b digunakan
oleh seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara pada hari Rabu. I



pSH Tenun Ikat Motjf Daerah NTT sebagaimana dimaksud pada ayat (21

;"*f ", aig.r"akan oleh seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan

penggunaannya diatur sebagai berikut:
a. Pada hari Kamis
b. Pada hari Jumat setelah berolahraga;

c. Acara Resepsi dengan tamu dari dalam dan luar negeri;

d. Pertemuan di luar jam dinas; dan .

e. lJpacara peingatan HUT Provinsi NTT tanggal 2o Desember'

(10) Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH

sebagaim"rr" ai*"t sud pada ayat (21 huruf a, huruf b dan huruf c dalam

bentuk lengan Panjang-
(11) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat {7l., ayat (8)

dan ayat (9) adalah bagi Pegawat Aparatur Sipil Negara ye'ng ditentukan lain

dalam Peraturan Gubernur ini'
(12) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja hanya menggunakan PDH

tanpa lencana KORPRI.

Paragraf 2
Pakaian SiPil Harian

Pasal 6

(1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, terdiri dari PSH Pria dan

PSH Wanita ""tt" 
digunakan pleh Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi

Pratama dan Pejabat Administrator'
(2) PSH Pria terdiri dari:, 

a. jas lengan pendek berwarna gelap dan celana panjang berwarna sama;

b. leher berdiri dan terbuka;
c. tiga saku, satrr atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
d. kancing lima buah.

(3) PSH wanita terdiri dari:
a. jas lengcii* pendek bennarna gelap dan

berwarna sama;
rok 15 cm di bawah lutut dan

b.leher berdiri dan terbuka;
c. tiga saku, sa.tu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan

d. kancing lima buah.
(4) pSH Wan;ta berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.

iSi n""t"k pSH sibagaimana dimaksud pada ayat (21, -ayat (3) dan ayat (4)

adalah sebagaimaia tercantum dalam- Lampiran II dan merupakan bagran

yang tidak te-rpisatrtan dari Peraturan Gubernur ini.

1o; 
'rsH-aipakai 

"1"t"t 
keperluan lainnya yang bersifat umum, seperti:

a. kunjungan Presiden/Wakil Presiden;
b. kunjungan Pejabat Rrsat;
c. kunjungan tamu dari Luar Negeri;
d. kunjungan tamu dari Provinsi lain;
e.acarayangmelibatkanPejabatdariluarDaerah;
f. acara pelantikan pejabat struktural;
g. upacara Peresmian moyek, Pembuka.an Rakor/Rakel dalsejenisnya;.
fr. rri""gfradiri acara op"t lingkup Pemerintah Provinsi' Tingkat

Kabupate n I Kota'dan rapat bersama DPRD;

i. menglradiri upacara pemakaman pejabat/PNS; dan
j. menfoadiri i"u^-^"u^kedinasan lainnya yang ditaksanakan pada malam

h"ti. L



Paragraf 3
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 7

(1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, terdiri dari PSR Pria dan
PSR Wanita dan digunakan oleh Pejabat Tinggi It{adya, Pejabat Tinggi
Pratama dan Pejabat Administrator.

(2) PSR Pria terdiri dari:
a. jas lengan panjang berwarna gelap dan celana panjang berwarna sama;
b. leher berdiri dan terbuka;
c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiril
d. kancing lima buah.

(3) PSR Wanita terdiri dari:
a.jas lengan panjang warna gelap dan rok berwarna sama, 15 cm di bawah

lutut;
b. leher berdiri dan terbuka;
c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
d. kancing 5 buah.

(4) PSR Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
(5) Bentuk PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (21, ayat (3) dan ayat (4) adalah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(6) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai untuk:
a. upacara yang bukan upacara kenegaraan;
b, menenma tamu dalam negeri dan luar negeri;
c. acara-acara kedinasan yang dilaksanakan di luar jam dinas;
d. upacara-upacara Pelantikan, audensi dengan Pejabat yang lebih tinggi.

Paragraf 4
Pakaian Sipil LengkaP

:',- Pasal 8

(1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, terdiri dari PSL Pria dan
PSL Wanita dan digunakan oleh Pejabat Tinggi Madya, Pejabat Tinggi
Pratama, Pejabat Administrator dan semua Pejabat yang dilantik.

(2) PSL Pria terdiri dari:
a.jas lengan panjang berwarna gelap;
b. celana panjang wanrra sama;' c. kemeja dengan dasi.

(3) PSL Wanita terdiri dari:
a. jas lengan panjang berwarna gelap;
b. rok 15 cm di bawah lutut n arna sama;
c. kemeja dengan dasi.

(4) PSL Wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
(5) Bentuk PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah

sebagaimana tercantum dalam tampiran lV dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

(6) PflL dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi ke
Luar Negeri serta:
a. acara pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
b. acara pelantikan Pimpinan dan Anggota DPRD;
c. upacara HUT Proklamasi RI dan Resepsi Kenegaraan;
d. acara serah terima jabatan Forrm Komunikasi Pi mpinan Daerah; f



e. acara pelantikan Ketua Pengadilan Tinggi; dan
f. Petugas Protokol pada acara sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b,

dan huruf c.

Paragraf 5
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 9

(1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 humf e, dipakai dalam
menjaiankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.

(2) PDL Pria dan Wanita terdiri dari :

a. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
b. Celana panjang semata kaki warna khaki; dan
c. Sepatu kulit warna hitam.

(3) PDL wanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaikan.
(4) Bentuk PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (21 adalah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubemur ini.

Paragraf 6

Pakaian Dinas Lainnya

Pasal 1O

(1) Pakaian Dinas Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 humf f, terdiri
dari:
a. Pakaian Dinas Satuan Polisi Pamong Praja;
b. Pakaian Dinas Polisi Khusus Kehutanan;
c. Pakaian Dinas tenaga profesional pada Rumah Sakit Umum Daerah;
d. Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu;
e. Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Perhubungan;
f. Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Dinas Pendapatan dan

Aset Daerah;
g. Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Badan Penanggulangan

Bencana Daerah; dan
h. Pakaian Dinas untuk petugas protokol.

(2) Pengaturan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Pegawai ASN pada Dinas Perhubungan dan Dinas Pendapatan dan Aset
Daerah dapat menggunakan pakaian dinas dengan ciri khusus pada hari
Selasa dan Jumat atau hari lain saat bertugas di lapangan.

(2) Pegawai ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat
menggunakan pakaian dinas Badan Penanggulangan Bencana Daerah pada
hari Selasa atau hari lain saat bertugas di lapangan.

(3) Pengaturan pakaian dinas untuk petugas protokol dan ajudan disesuaikan
dengan pakaian yang digunakan oleh :

a. Gubernur/ Wakil Gubernur;
b. Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD; dan
c. Sekretaris Daerah,

(4) Karena tuntutan peke{aan, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
dapat menggunakan pakaian bebas rapih.

(5) Pegawai Negeri Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diperbantukan pada
instansi Vertikal dan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di
wilayah Provinsi Nusa Tpnggara Timur wajib tunduk kepada ketentuan
Peraturan Gubernur ini. l,



Bagian Ketiga
Pakaian Pegawai ASN LainnYa

Pasal 12

Jenis Pakaian Pegawai ASN Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf
b, terdiri dari :
a. Pakaian Perlindungan Masyarakat disingkat Pakaian LINMAS;
b. Pakaian Batik KORPRI;
c. Pakaian Pramukai dan
d. Palaian Olahraga;

Paragraf 1

Pakaian Perlindungan MasYarakat

Pasal 13

(1) Pakaian LINMAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, terdiri dari:
a. Pakaian LINMAS Pria terdiri dari:

1. Kemeja lengan pendek warna hijau apel, berlidah ba}ru, dua buah saku
tempel tertutup dilengkapi dengan atribut;

2. Celana panjang warna hijau apel; dan
3. Kelengkapan p"t.ai"', terdiri dari logo KEMENDAGRI, logo LINMAS,

tandtLINMAS, papan nama, ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu' topi
LINMAS.

b. Pakaian LINMAS Pegawai Wanita terdiri dari:
1. baju lengan pena;t warna hijau apel, berlidah bahu, dilengkapi dengan

atribut ;

2. rok berwarna hijau apel 15 centimeter di bawah lutut; dan
3. kelengkapan p^i."irtt terdiri dari logo KEMENDAGRI, logo LINMAS' nama

LINMAS, papan narna, tanda pengenal, sepatu dan topi' 
.-

(2) Pakaian LINMASwanita berjilbab dan wanita hamil menyesuaiJran'

i3i ;rfi; ;ii'iilAs ais";r1.6,, oleh seluruh pegawai Aparatur Sipil Negara pada

saat peringatan Hari LINMAS dan/ atau sesuai ketentuan acara'

t+l se;tut Plkaian LINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat- (1) adalah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran vI dan merupakan bagian yang

tidalf terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini'

Paragraf2
Pakaian Batik KORPRI

Pasal 14

PakaianBatikKoRPRlsebagaimanadimaksuddalamPasal12hurufb,terdiri
a..lp.ti.trBatikKORPR'IPriadanPakaianBatikKORPRIWanitadan
digunakan hanYa oleh PNS.
pikaian Batik KORPRI Pria terdiri dari:

". 
UE" l""g"n panjang dengan manset, kerah leher berdiri dan terbuka' saku

- il;l"(satu1 Uuaf, ai 
""U.Uft 

kiri atas, kancing 5 (lima) buah lefltup;
b. celana panjang warna biru dongker, saku samping lurus' saku belakang 1

(satu) buah tertutuP;

". 
p."i {u"."" hitam pllos tidak bermotif dengan tinggi 9 cm; dan

d. ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu kulit warna hitam'

(3) Paf<aian Batik KORPRI Wanita terdiri dari :

'-' u. U"i, lengan panjang 2 (dua) k3nc-Tg .tanpa manset' kerah. tidur dan

teibuka, i.m- aui.*-2 (dua) buah di sebelah kiri kanan bawah tertutup,

kancing baiu 4 (emPat) buah;
b. rok warna biru dongker 15 cm di bawah lutut;

". 
p!"i *"l-t 

" 
hitam pJlos tidak bermotif dengan tinggi 7 cm; dan

d. sepatu Pantovel warna hitam' /

(1)

(21



(4) Pakaian Batik KORPRI untuk Wanita berjilbab dan wanita hamil
menyesuaikan.

(5) Pakaian Batik KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (21 dan ayat
(3), digunakan pada :

a. Peringatan hari KORPRI;

b. Setiap tanggal 17 dalam bulan; dan

c. Kegiatan lain sesuai ketentuan acara.

(6) Apabila tanggal 17 dalam bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)' . 
huruf b jatuh pada hari libur, maka Pakaian Batik KORPRI digunakan pada
hari kerja berikutnya.

(7) Bentuk Pakaian Batik KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagaimana tercantum dalam l,ampiran VII dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 3
Pakaian Pramuka

Pasal 15

(1) pakaian Pramuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri dari
pakaian Pramuka Pria dan Pakaian Pramuka wanita dan digunakan oleh
seluruh PNS.

(2) Pakaian Pramuka Pria terdiri dari:' 
a. kemeja lengan pendek warna coklat muda, kerah berdiri, berlidah bahu,

dua buah saku tempel di dada kanan dan kiri dengan lipatan luar selebar 2
cm di tengah saku dengan tutup bergelombang dilengkapi dengan atribut
dan dimasukan ke dalam celana;

b. celana panjang warna coklat tua, saku dalam di samping kanan dan kiri,
saku dalam di bagian belakang kanan dan kiri dan diberi tutup
bergelombang; dan

c. kelenskapan pakaian terdiri dari p'eci wama hitam dsngaq tanda tutup
kepala, tanda pandu dunia, tanda pelantikan, tanda lokasi PROVINSI NTT,

badge daerah Provinsi NTT, setangan leher, papan nama, ikat pinggang,
kaos kaki dan sePatu warna hitam.

(3) Pakaian Pramuka Wanita terdiri dari:
a. baju lengan pendek warna coklat muda model prinses, berlidah bahu,

teiafr Uidiri, dua saku dalam di bagran depan bawah kanan dan kiri,
dikenakan di luar rok dan dilengkapi dengan atribut;

b. rok berwarna coklat tua, lipatan tertutup (splitpool) di bagran belakang,
saku dalam di samping kanan dan kiri, 15 centimeter di bawah lutut; dan

c. kelengkapan pakaian terdiri dari peci warna hitam dengan tanda tutup
kepala, Tanda Pandu Dunia, Tanda Pelantikan, Tanda Lokasi PROVINSI
NTT, Badge Daerah Provinsi NTT, Setangan leher, papan nama, ikat
pinggang, kaos kaki dan sepatu warna hitam.

1+1 eakaian Pramuka wanita berjilbab dan wanita hamil rnenyesuaikan.
(Si e*ai"r, pramuka digunakan oleh seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara

pada setiap tanggal 14 dalam bulan.
(6) bentuk Pakaian Pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 4
Pakaian Olahraga

Pasal 16

(1) Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, terdiri
dari:

". 
t ro" lengan pendek atau panjang; f,



(2)

(3)

(4t

(s)

b. celana olahraga atau training; dan
c. sepatu dan kaos kaki olahraga.
Pakaian Olahraga bagi pegawai wanita bedilbab dan/ atau hamil
menyesuaikan.
Pakaian Olahraga dipakai oleh seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara pada
Hari Jum'at atau waktu-waktu lain yang ditentukan.
Penggunaan Pakaian Olahraga pada hari Jumat dapat digunakan sampai
dengan pukul 11.30 dan setelah itu wajib menggunakan PDH Tenun Ikat
Motif Daerah NTT.
Bentuk Pakaian Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
sebagaimana ter€antum dalam Lampiran IX dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagran Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 17

Jenis Atribut Pakaian Dinas terdiri dari :

a. l,encana KORPRI;
b. Papan Nama;
c. Nama Pemerintah Provinsi;
d. Lambang Daerah Provinsi;
e. Nama SKPD; dan
f. Bagi SKPD tertentu yang mempunyai Lamban gll-ogo sendiri dapat digunakan

sesuai ketentuan,

Bagian Kedua
Lencana KORPRI

Pasal 18

kncana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dipakai
pada semua jenis Pakaian Dinas.
kncana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbuat dari bahan
logam warna kuning emas dan dipakai di dada sebelah kiri 2 cm di atas saku
untuk pakaian dinas pria dan untuk pakaian dinas wanita di bagian dada
sebelah kiri (lebih tinggi dari papan nama).

Bagian Ketiga
Papan Nama

Pasal 19

Papan Nama sebagarllrana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, menunjukkan
nama seseorang yang dipakai di dada sebelah kanan, jaraknya 1 cm di atas
saku.
P-apan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terbuat dari bahan dasar
ebonit/plastik warna hitam dengan tulisan berwarna putih.

Bagian Keempat
Nama Pemerintah Provinsi

Pasal 2O

(1) Nama Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c,
menunjukkan tempat keria. l-

(1)

(2)

(1)

(2t



(2) Tulisan Nama Pemerintah Provinsi ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm
di bawah lidah bahu.

(3) Bahan dasar tulisan nama Pemerintah Provinsi berupa kain dengan jahitan
bordir, tertulis PEM PROV NTT.

Bagran Kelima
Lambang Daerah Provinsi

Pasa] 2l
(1) Lambang Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d,

menggambarkan landasan frlos6frs daerah dan semangat pengabdian serta
ciri khas Provinsi.

(2) Lambang Daerah Prqvinsi ditcmpatkan di lengan baju sebelah kiri 2 cm
di bawah tulisan PEM PROV NTf.

(3) Bahan dasar lambang daerah Provinsi berupa kain yang digambar dan ditulis
dengan jahitan bordir.

Bagian Keenam
Nama SKPD

Pasal 22

(1) Nama SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e, menunjukkan
nama unit/ satuan kerja PNS ditempatkan/ bekerja.

(2) Nama SKPD ditempatkan di lengan baju sebelah kanan 2 cm di bawah lidah
bahu.

(3) Bahan dasar nama SKPD berupa kain yang ditulis dengan jahitan bordir.

BAB IV
PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 23

(1) Atribut PDH Warna Khaki dan PDL di lingkungan Pemerintah Provinsi terdiri
atas:
a. narna dan Lambang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
b, nama SKPD;
c. lencana KORPRI hanya untuk Pegawai Negeri Sipil; dan
d. papan nama.

(2) Atribut PDH Kemeja Putih, PDH Motif Daerah NTT, PSH dan FSR terdiri atas
Papan Nama dan Lencana KORPRI untuk Pegawai Negeri Sipil, sedangkan
untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja hanya Papan Nama.

(3) PSL tidak memakai atribut.

Pasal 24

Model dan Bentuk Atribut Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT
adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian, Pegawai ASN
di Lingkungan Pemerintah Provinsi dilakukan oleh Gubernur. /



(2)

(3)

(1)

{2\

Tanggungiawab pelaksanaan penggunaan Pakaian Pegawai ASN di
Lingkungan SKPD dilakukan oleh Pimpinan SKPD masing-masing.
Penertiban penggunaan Pakaian Pegawai ASN dilaksanakan oleh Satuan
Polisi Pamong Praja.

BAB VI
PENGADAAN PAKAIAN PEGAWAI ASN

Pasal26

Pengadaan Pakaian Pegawai ASN dapat dibebankan pada APBD sesuai
kemampuan Keuangan Daerah.

Apabila pengadaan Pakaian Pegawai ASN dibebankan pada APBD, maka
Pakaian Pegawai ASN dapat diberikan dalam bentuk :

a. Pakaian jadi;

b. Bahan berupa kain ditambahkan dengan ongkos jahit; atau

c. Uang tunai.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal2T

Pada saat Peraturan Gubemur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur
Nusa Tengara Timur Nomor 24 Tahun 2Ol2 tentang Pakaian Dinas Fegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012 Nomor 024) dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Peraturq! cubernur ini qrulai berlaku pada talggal diundalgkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal

FRANS LEBU

(1)

(21

L

Diundangkan di Kupang
pada tanggal

ARIS DAERAH

20t6
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LAMPIRAITI I : PERATT,RAIT GUBERilUR NUSA TEITGGARA TIMUR
NOMOR : TAHUN 2OL6
TANGGAL : 2016

BENTUK PAIilIAN DIITAS IIARIAIT (PDHI

A. PDH Warna Khaki

1. PDH Warna Khaki Pria

Keterangan:
a. Lidah Bahu
b. Kancing Baju
c. Ikat Pinggang
d. Saku Baju
e. Saktr Celana DePan

Lencana KORPRI
Papan Nama
Nama Pemda
Lambang Daerah
Tanda Pengenal

Sambungan Bahu
Saku Belakang
Lengan Panjang

k.
l.
m.

f.
g.
h.
i.
j.



2. PDH Warna Khaki kngan pendek Wanita

Keterangan :

a. Lencana KORPRI
b. Nama Pemda
c. Lambang Daerah
d. Papan Nama
e. Tanda Pengenal
f. Kancing Baju
g. Saku Depan

Rok
Celana Panjang
Lengan Panjang
Kerah Rebah

h.
i.
j.
k.

.k

2



3. PDH Warna Khaki Wanita Berjilbab

Keterangan:
a. Lencana KORPRI
b. Nama Pemda
c. Lambang Daerah
d. Tanda Pengenal
e. Papan Nama
f. Kancing Baju

ob'
h.
i.
j.

Saku Baju
Rok

Celana Panjang
Kerah Rebah

J



4. PDH Warna Khaki Wanita Hamil

Keterangan :

a. Papal nama
b. Kancing baju
c. Flui depan
d. Kerah rebah

e. Lencana Korpri
f. Nama Pemda
g. Lambang Daerah Prov
h. Tanda pengenal.

i. Flui belakang.
j. Celana panjang.
k. NamaSKPD

Belakang

Belakang

4



PDH Kemeja Putih

1. PDH Kemeja Putih Pria

Keterangan:
a. Lencana KORPRI
b. Papan Nama
c. Tanda Pengenal

5



2. PDH Kemeja Putih Wanita

Keterangan:
l.e ncana KORPRI
Papan Nama
Tanda Pengenal

a.
b.
c.

r
ii

F

.l
tl

I

I.i

i'ili
LI
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3. PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab

Keterangan;
a. I.encana KORPRI
b. Papan Nama
c. Tanda Pengenal

7

ti,l
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Keterangan:
a. Lencana KORPRI
b. Papan Nama
c. Tanda Pengenal

8



1. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil

Keterangan:
a. Papan nama
b. Kancing baju
c. Flui depan
d. Kerah rebah
e. Lencana KORPRI
f. Tanda Pengenal
g. Flui belakang
h. Celana panjangtampak depan
i. Celana Panjang tampak belakang

t: ,/- -l'--

9

i
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PDH Motif Daerah NTT

1. PDH Motif Daerah NTT Lengan Pendek Pria

Keterangan:
a. Kerah Berdiri
b. Lencana KorPri.
c. Sakr depan.

d. Tanda pengenal.
e. Kancing Baju.
f. Papan narna

g. Tenun Ikat Bercorak
Daerah NTT.

h. Bercorak polos.

10
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2. PDH Motif Daerah NTT Lengan Pendek Wanita

Keterangan:

a. Papan Nama.
b- Kancing baju.
c. Kerah rebah.
d. Lencana KORPRI.
e. Tanda Pengenal.
f. Saku depan.
g. Rok bercorak polos.

ll



3. PDH Motif Daerah NTT Lengan Panjang Pria

Keterangan :

a. Kerah Rebah.
b. Lencana KORPRI
c. Saku Depan
d. Tanda Pengenal
e. Saku depan
f. Kancing baju
g. Papan nama
h. Celana panjang bercorak polos

12
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4. PDH Motif Daerah NTT Lengan Panjang Wanita

Keterangan :

Kerah rebah
Lencana KORPRI
Saku depan
Tanda pengenal
Saku depan
Kancing baju
Papan nama

a.
b.
c.
d.
e,
f.
g.

l3



5. PDH Motif Daerah NTT Wanita Berjilbab

Keterangan:
Papan nama
Kancing baju
Jilbab
Kerah rebah
Lencana KORPRI

a.
b.
c.
d.
e.

f. Rok
g. Tanda Pengenal
h. Saku Depan
i. Celana

t4

\.



i. I.

6. PDH Motif Daerah NTT Wanita Hamil

Keterangan:
a. Kerah rebah
b. l*ncana KORPRI
c. Saku depan
d. Tanda pengenal
e. Kancing baju
f. Papan nama

i 
cueenNuR NUSATENGGARA TtMUR,l

FRANS LEBU
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LIIilPIRAN II : PERATURAJ| GI,BERIYUR NUSA TEilGGARA TIUI,R
I{ODIOR : TAHUN 2016
TAN(X}AL : 2016

BEI{TUK PAIIAIAN SIPIL HARIAN (PS}HI

1. PSH Pria

d

f

e

Keterangan:
a. Kerah Berdiri.
b. kncana Korpri.
c. Saku baju depan.

d. Tanda pengenal.
e. Saku bawah dengan tutup.
f. Kancing baju.

g. Papan nama.

l6



2. PSH Wanita

Keterangan :

a. Kerah Berdiri.
b. kncana Korpri.
c. Saku baju depan.
d. Tanda Pengenal
e. Saku bawah dengan tutup
f. Kancing baju
g. Papan nama

t7



3. PSH Wanita Berjilbab

Keterangan :

a. Kerah Berdiri.
b. l,encana Korpri.
c. Saku baju depan.

d. Tanda pengenal
e. Kancing baju
f. Saku depan dengan tutup.

g. Papan nama.

18



4. PSH Wanita Hamil

Keterangan :

a. Kerah berdiri
b. Lencana KORPRI
c. Saku baju depan
d. Tanda pengenal
e. Kancing baju
f. Papan nama

F'RANS LEBU

t 
cueennun NUSATEN.*ARATIMUR, /
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L/I}IPIRAN III : PERATI,RAIT GUBERNUR ITUSA TEITGGARA TIMI,R
ItOltrOR : TAHUN 2Ot6
TANGGAL : 2016

BENTUK PArrArAIt SPIL RESMI (PSRI

1. PSR Pria

[,L.::'l :. '-I
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Keterangan:
a. Kerah Berdiri
b. kncana Korpri.
c. Saku baju depan.

d. Tanda pengenal.
e. Saku bawah dengan tutup.
f. Kancingbaju.

g. Papan nama.

20



2. PSR Wanita

Keterangan:

a. Kerah Rebah
b. LencanaKORPRI
c. Saku atas
d. Tanda pengenal
e. Saku bawah dengan tutup
f. Kancing baju
g. Papan nama

2t



3. PSR Wanita Be{ilbab.

Keterangan:
a. Kerah rebah.
b. kncana KORPRI
c. Saku baju atas
d. Tanda pengenal
e.
f.

Saku bawah dengan tutup.
Kancing bqlu
Papan nama

22



4. PSR Wanita Hamil

Keterangal:
a. Kerah rebah.
b. I*ncana KORPRI
c. Saku b{u atas
d. Tanda pengenal
e. Kancing baju
f. Papan nama

t 
cuenruun NUSA TENGGARA TIMUR,/

/r,;";;K
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LAMPIRAIT IV : PERATURAIT GUBERIIUR NUSA TTITGGARA TIMUR
ITOMOR : TAHUN 2016
TANGGAL : 2016

BENTUK PAKAIAIT SPIL LENGIIAP (PSLI

l. PSL Pria

Belakang

b
d

C

f
e

Depan

Keterangan :

a. Kemeja warna putih.
b. Dasi.
c. Lengan panjang.

d. Saku atas jas
e. Saku bawah jas dengan tutup.
f. Kancing beiu.

24
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2. PSL Wanita

Keterangan:
a. Kemeja warna putih
b. Dasi
c. kngan panjang
d. Saku atas jas.
e. Saku bawah jas dengan tutup
f. Kancing baju.

25



3. PSL Wanita Berjilbab.

Keterangan:
a. Kemeja warna putih
b. Dasi
c. Lengan panjang
d. Saku atas jas
e. Saku bawah jas dengan tutup
f. Kancing baju.

26



4. PSL Wanita Hamil.

Keterangan:
a. Kemeja warna putih
b. Dasi
c. Lengan panjang
d. Kancing baiu

27
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LIttPIRAlt V : PERATIIRAI{ GITBERIIITR IIUSA TENGGARA TIUITR
ITOUOR : TAHUN 2016
TAI|GGAL . 2016

BEI|TIUK PAXAIAN DIITAS I.APANGAI| (PDL}

1. PDL Pria

Keterangan:
a. Lidah bahu
b. Kancing baju
c. Papan nama
d. Saku baju
e. Ikat pinggang

f. Saku depan
g. Kerah baju
h. Lencana Korpri
i. Nama pemda
j. Lambang daerah prov.

Tanda Pengenal
Sambungan baju
Saku belakang.

k.
l.
m.

28
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2. PDL Wanita

Keterangan :

a. Lidah bahu
b. Kancing baju
c. Papan nama

d. Saku baju
e. Kerah rebah
f. Lencana Korpri

g. Nama Pemda
b. I-arl:bang Daerah Prov
i. Tanda Pengenal.

FRANS LEBU RAYA

\cueonnun 
NUSA TENGGARA TrMUR,l

29



LAIIPIRAN VI : PERATURAN GT,BERNIIR IYUSA TEI|GGARA TITT,R
I{OMOR :
TANGGAL :

TAHUN 2016
2016

BENTUK PAKAJAN LINMAS

K€t6rang€n :

a. Krah bdu
b. Lidah ba,u
c. Monogram
d. Narna dan lembang LINMAS
e. Nams dan lambang Pamda
f. Papan nams
g. Bad96 LINMAS
h. Tanda pengenal
i. Saku baru dcpan
j. lGncing bdu
k. Weme hiiau muda
l. lkat pingg€rig
m. G€sper LINMAS
n. Saku colana

tr
:(

PIGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, /

FRANS LEBU

30
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L/IIIIPIRAN VII : PERATURAN GT,BTRIYUR NUSA TEIYGGARA TIIUII,R
NOMOR : TAHUN 2OL6
TANGGAL : 20L6

BEITTUK PAKAIAIT BATIK KORPRI

1. Pakaian Batik KORPRI Pria

s{

Keterangan:
a. Kerah berdiri
b. Papan nama
c. Lencana KORPRI
d. Saku dalam
e. Ce1ana Panjang
f. Ikat pinggang
g. Peci
h. Sepatu

3l
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2. Pakaian Batik KORPRI Wanita

Keterangan :

a. Kerah rebah
b. Lencana KORPRI
c. Papan Nama
d. Saku
e. Rok
f. Pet
g.Sepatu

lrf

32



3. Pakaian Batik KORPRI Wanita Berjilbab

Keterangan:
a. Kerah Cina
b. Papan Nama
c. Lencana KORPRI
d. Saku
e. Rok
f. Jilbab
g. Pet
h. Sepatu

|}-*

Ib*;
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LAMPIRAIT VNI : PERATURAIT GIIBERIYUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR :

TAITGGAL :

TAHUN 2016
20t6

BENTT'I( PAITAIAIT PRA}II'KA

1. Pakaian Pramuka Pria

Keterangan :

a. Tanda TutuP KePala
b. Peci
c. Kerah berdiri
d. Lidah baju
e. Tanda Pandu Dunia
f. Papan narna
g. Tanda L,okasi PROVINSI NTT
h. nadge Daerah Provinsi NTT

i. Lencana KORPRI
j. Tanda Pelantikan
k. Setangan Leher
1. Ikat Pinggang
m. Celana Panjang
n. Sepahr

34



2. Pakaian Pramuka Wanita

Keterangan :

Pet
Tanda tutup kepala
Kerah berdiri
Tanda pelantikan
Tanda Pandu Dunia
Lidah beiu
Papan nama
Lencana KORPRI
Tanda Lokasi POVINSI NTT
Badge Daerah Provinsi NTT
Setangan leher
Kancing baju

m. Saku
n. Rok
o. Sepatu

35



3. Pakaian Pramuka Wanita Berjilbab

Keterangan :

Pet
Tanda Tutup Kepala
lilbab
Kerah berdiri
Tanda pelatikan
Tanda pandu dunia
Lidah baju
Papan nama

LencANA KORPRI
Tanda lokasi POVINSI Nfi
Badge daemh PROVINSI NTT

Setangan leher
Kancing baju
Saku
Rok
Sepatu

i.
j.
k.
I.

m.
n.
o.
p.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

rI GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,I
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LAilPIRAIT IX : PERATI,RAIT GI,BERM,R I{USA TEI|GGARA TIUI,R
I|OMOR : TAHUN 2016
TA.ilGGAL : 20t6

BENTUK PAI(AIAN OLAH RAGA

Keterangan :

a. Baju kaos
b. Celana oTah raga f celana taining
c. Sepatu olah raga

FRANS LEBU

3l



LIIilPIRAIT X : PERATURAN GUBERITT,R NUSA TEI(X}ARA TIUUR
IYOMOR : TAHUN 2O16
TANGG}AL : 20L6

MODEL ATRIBUT PAKNA,IT DII|AS DI LIITGITUI|GAII
PEMERINTAII PROVII$ NUSA TEIICICIARA TIUUR

A. LENCANAKORPRI

B. PAPANNAMA

Keterangan:
a. Latar belakang berwarna hitam
b. T\rlisan berwarna putih

C. NAMA PEMERINTAH PROVINSI

1,5 CM

Keterangan:
a. Latar belakang berwarna kuning
b. T\rlisan berwarna hitam

38
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D. LAMBANGDAERAH

Keterangan:
a. Latar belalang berwarna kuning
b. Latar belakang berwarna merah
c. Latar belakang berwarna kuning
d. berwama kuning
e. berwarna kuning
f. berwarna kuning
g. berwama kuning

E. NAMASKPD

1,5 CM

6CM

Keterangan:
a. Iatar belakang berwarna kuning
b. Tlrlisan berwarna hitam

39
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DEPAN

o

PE}' ERIIiITAH PROVIil SI
NUSA TENGGARA TIlt{UR

SEKRETARHT DAERAH

NAMA JELAS

Photo

4x4rS

F. TANDA PENGENAL

8,5 CM

4,5 CM

* model gantungan dengan jepitan pada saku baju

TANDA PENGENAL LINGKUP BADAN/DINAS/IGNTOR :

8,5 CM

DEPAN

o

PEilERIIITAH PROVII{SI
NUSA TET{GGARA TIIIIUR

TAiiASKPD

Photo

4x4r5cm

NAMA JELAS

4,5 CM

BEIAKANG

NIP/NRP !

Jabatan :

Gol. Darah :
Alamat Kantor:
Dikeluarkan :

SEKRETARIS DAERAH

NAIIATELAS

BEIAKANG

a

NIP/NRP :
Iabatan :
Gol. Darah :

Alamat Kantor:
Dikeluarkan :

SEXRETARII; DAENA}I

1{Al.lAIELAS

40
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Keterangan:

. Model gantungan dengan jepitan pada saku baju

. Tanda pengenal terbuat dari bahan kertas dibungkus dengan laminating dengan ukuran
panjang 9,2 Cm dan lebar 6,3 Cm

I unt r.PejabatTinggi Madya

I un,rr Pejabat ringgi Pratama

I un,ur Pejabat Administrator

! untur Pejabat Pengawas

o wama Orange l--_l untur Pelaksana

o Wama Abu-abu f untur Pejabat Fungsional

Wama Coklat

Wama Merah

Wama Biru

Wama Hijau

FIGUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,d
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